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ABSTRAK

Judul Skripsi	:	Kewenangan Mahkamah Agung RI Membatalakan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Putusan MA No.757 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)
Nama	:		SUBHAN AZIS 
NPM	:		1403750158      
Kata Kunci	:	Kewenangan Mahkamah Agung terhadap Arbitrase BPSK

Timbulnya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha kerap kali menyebabkan kerugian, khususnya bagi konsumen, oleh  karena  tingginya biaya berperkara, panjangnya waktu mengikuti persidangan di peradilan umum, sehingga menyebabkan konsumen enggan memilih atau menuntut haknya melalui peradilan umum, karena tuntutan kerugian tidak sebanding dengan biaya perkara. Suatu putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah, putusan Arbitrase No. 002/A/BPSK-DKI/III/2016 antara Andi Asriyani Aminah dengan PT. SYINTHESIS KARYA PRATAMA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 182/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.BKS/Jo. Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/A/BPSK-DKI/III/2016. Tanggal 24 Maret 2016. 2. Bagaimanakah kedudukan Arbitrase BPSK dalam putusan Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara-perkara di tingkat kasasi termasuk kasasi atas Arbitrase BPSK. Metode penelitian yg penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan penelitian dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan, jurnal atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dari  penelitian diperoleh kesimpulan Mahkamah Agung banyak membatalkan putusan Arbitrase BPSK tidak berdasarkan alasan menurut Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Jonto Perma No 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan dengan alasan sendiri bahwa sengketa konsumen yang dimohonkan kasasi adalah merupakan perbuatan ingkar janji sehingga perkara semacam itu bukanlah kewenangan Arbitrase BPSK melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Selain itu Mahkamah Agung belum sepenuhnya mengakui Arbitrase BPSK adalah sebuah Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999.
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